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Pancasila, as the state foundation and ideology of the 
Indonesian nation, plays a crucial role in formulating legal 
policies, including in efforts to eradicate terrorism. This article 
discusses how Pancasila values, such as justice, humanity and 
unity, are integrated into anti-terrorism legal policies in 
Indonesia. Pancasila provides a philosophical foundation that 
ensures the policy is not only effective in maintaining national 
security, but also respects human rights, prevents 
discrimination, and strengthens national unity. Thus, anti-
terrorism policies prepared based on Pancasila are expected to 
realize law enforcement that is just, based on humanity, and 
supports the integrity of the Indonesian nation. The research 
method used is the Normative Juridical Approach method, this 
method focuses on literature studies and legal regulations, such 
as the Anti-Terrorism Law in Indonesia. Researchers usually 
analyze legislative documents, legal theory, and how Pancasila 
values are applied in existing legal policies. The results of this 
research reveal that a study of how Pancasila shapes anti-
terrorism policy in Indonesia shows that the ideology and 
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1. PENDAHULUAN 

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, 
memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan hukum, termasuk dalam 
bidang anti-terorisme. Berikut adalah peran Pancasila dalam penyusunan 
kebijakan hukum anti-terorisme. Pancasila memberikan landasan filosofis 
dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat di Indonesia, termasuk hukum anti-
terorisme. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan 
menjadi prinsip dasar yang harus diintegrasikan dalam kebijakan tersebut. 
Kebijakan hukum anti-terorisme harus melindungi hak asasi manusia dan 
keadilan sosial serta tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu. 1 

Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kepentingan negara 
dalam menjaga keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam 

 
1Saragih, J. (2019). Pancasila dan Implementasinya dalam Kebijakan Hukum di Indonesia. 

Jurnal Hukum Indonesia, 12(2), 245-260. 
 

philosophy of Pancasila functions as an ideological and 
philosophical foundation. 

 
Abstrak 
Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa 
Indonesia, memainkan peran krusial dalam penyusunan 
kebijakan hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan 
terorisme. Artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai 
Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, 
diintegrasikan dalam kebijakan hukum anti-terorisme di 
Indonesia. Pancasila menyediakan landasan filosofis 
yang memastikan kebijakan tersebut tidak hanya efektif 
dalam menjaga keamanan nasional, tetapi juga 
menghormati hak asasi manusia, mencegah diskriminasi, 
dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan demikian, 
kebijakan anti-terorisme yang disusun berdasarkan 
Pancasila diharapkan dapat mewujudkan penegakan 
hukum yang berkeadilan, berbasis kemanusiaan, dan 
mendukung keutuhan bangsa Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode   Pendekatan 
Yuridis Normatif, metode ini berfokus pada kajian 
literatur dan peraturan hukum, seperti Undang-Undang 
Anti-Terorisme di Indonesia. Peneliti biasanya 
menganalisis dokumen perundang-undangan, teori 
hukum, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan 
dalam kebijakan hukum yang ada. Hasil penelitian ini 
mengungkapkan studi tentang bagaimana Pancasila 
membentuk kebijakan anti-terorisme di Indonesia 
menunjukkan bahwa idiologi dan filosofis Pancasila 
berfungsi sebagai landasan ideologis dan filosofis.  
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penyusunan kebijakan hukum anti-terorisme, harus ada upaya untuk menjaga 
keseimbangan ini sehingga upaya pemberantasan terorisme tidak mengabaikan 
atau melanggar hak asasi manusia. Leih lanjut, Pancasila menghargai 
keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dan menekankan pentingnya 
persatuan. Oleh karena itu, kebijakan hukum anti-terorisme harus dirancang 
dengan memperhatikan keanekaragaman etnis, agama, dan budaya di 
Indonesia, serta tidak boleh menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.2 
Salah satu sila Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Dalam konteks hukum anti-terorisme, ini berarti bahwa kebijakan tersebut 
harus memberikan perlindungan yang setara bagi semua warga negara, tanpa 
memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau lainnya.3 Dengan landasan 
Pancasila, kebijakan hukum anti-terorisme diharapkan mampu memperkuat 
ketahanan nasional melalui pendekatan yang holistik, termasuk dalam aspek 
pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan deradikalisasi4. 

Pancasila, terutama sila kedua, menekankan pada kemanusiaan yang 
adil dan beradab. Dalam kebijakan hukum anti-terorisme, ini berarti bahwa 
pendekatan yang digunakan harus manusiawi dan tidak melanggar martabat 
manusia, meskipun dalam rangka pemberantasan kejahatan terorisme5. 
Pancasila memiliki peran yang sangat mendasar dalam penyusunan kebijakan 
hukum anti-terorisme di Indonesia. Sebagai dasar negara dan sumber dari 
segala hukum, Pancasila memberikan kerangka filosofis, ideologis, dan moral 
bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk dalam 
penanggulangan terorisme. 6 
 

2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang 

merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun 
doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian 
adalah bersifat preskiptif.  Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian 
Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (library 
research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, 
hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya. 

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, adalah sebagai 
berikut: 
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach); 
2. Pendekatan kasus (case approach);  

 
2 Haryanto, A. (2018). Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme: Antara Keamanan dan Hak 

Asasi Manusia. Pustaka Hukum, 34(1), 123-138. 
3 Tanuwijaya, A. (2020). Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum Anti-Terorisme di 

Indonesia. Jurnal Sosial dan Politik, 5(4), 101-117. 
4 Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers. 
5 Komnas HAM. (2019). Laporan Pelaksanaan HAM dalam Pemberantasan Terorisme di 

Indonesia. Jakarta: Komnas HAM. 
6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
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3. Pendekatan konseptual (conceptual approach); 
4. Pendekatan historis (historical approach); 
5. Pendekatan perbandingan (comparative Approach)  

 Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi 
pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah, studi 
kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan 
dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, 
jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenisberdasarkan fakta 
konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian 
kepustakaan termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. 
Peneliti memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan 
peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, dan sumber data lain yang 
relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, 
mengidentifikasikan dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh 
fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber 
sekunder. 
 

3. PEMBAHASAN  
3.1. Peran Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Hukum Anti Terorisme 

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peran penting dalam 
penyusunan kebijakan hukum anti-terorisme. Berikut adalah beberapa aspek 
perannya: 
a. Dasar Etika dan Moral: Pancasila sebagai sumber nilai etika dan moral 

memberikan landasan untuk mengembangkan kebijakan hukum yang adil, 
menghormati hak asasi manusia, dan mencegah terorisme dengan cara 
yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan7. 

b. Nilai Keadilan Sosial: Pancasila memprioritaskan keadilan sosial, yang 
penting dalam kebijakan anti-terorisme untuk memastikan bahwa 
penegakan hukum tidak merugikan secara tidak adil setiap kelompok atau 
individu.8 

c. Persatuan dan Kesatuan: Pancasila mendorong kebijakan yang menjaga 
keharmonisan dan mencegah terorisme yang dapat mengancam stabilitas 
sosial dan keamanan negara karena nilai persatuan dan kesatuan9. 

d. Ketuhanan Yang Maha Esa: Pancasila juga mendorong pengembangan 
kebijakan yang menghormati perbedaan agama dan kepercayaan serta 
mencegah radikalisasi berbasis agama, yang dapat menyebabkan terorisme. 

e. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat: Prinsip demokrasi Pancasila 
mendukung pembuatan kebijakan anti-terorisme yang jelas dan melibatkan 

 
7 Kaelan, Pancasila: Pendidikan dan Pengamalan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 

hlm. 65. 
8 Notonagoro, Pancasila secara Ilmiah Populer (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 102. 
9 Alfian, Pancasila dan Ideologi (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 45. 
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partisipasi publik, serta mengurangi efek negatif terhadap hak-hak 
individu..10 

Peran Pancasila dalam penyusunan kebijakan hukum anti-terorisme 
dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:  
a. Ketuhanan Yang Maha Esa Prinsip ini menekankan pentingnya 

menghormati keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Indonesia 
adalah negara dengan berbagai agama dan kepercayaan. Diskriminasi 
terhadap kelompok agama tertentu harus dihindari dengan membuat 
kebijakan anti-terorisme. Misalnya, tidak mungkin tindakan tegas terhadap 
ekstremisme agama berubah menjadi diskriminasi terhadap agama atau 
kelompok minoritas lainnya.11 Program yang bertujuan untuk 
menghentikan radikalisasi harus memasukkan pendekatan inklusif yang 
menghormati keyakinan religius dan memungkinkan percakapan antar 
agama. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa tindakan anti-terorisme tidak 
menimbulkan ketegangan agama tetapi sebaliknya mendorong integrasi 
dan toleransi..12 

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 
Prinsip ini menekankan perlunya perlakuan manusiawi dan adil dalam 

setiap aspek penegakan hukum, termasuk anti-terorisme: 

• Penegakan Hukum yang Adil: Kebijakan anti-terorisme harus memastikan 
proses hukum yang adil untuk semua pihak, termasuk pelaku terorisme. Ini 
berarti proses hukum harus dilakukan dengan transparansi, tidak 
melanggar hak asasi manusia, dan tidak menggunakan metode penyiksaan 
atau penganiayaan13. 

• Rehabilitasi dan Deradikalisasi: Kebijakan perlu mencakup program 
rehabilitasi untuk pelaku terorisme. Pendekatan ini harus berbasis pada 
pemulihan dan reintegrasi sosial, yang memberikan kesempatan bagi 
individu untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi 
anggota masyarakat yang produktif.14 

c. Persatuan Indonesia 
Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. 

Dalam penyusunan kebijakan anti-terorisme: 

• Mencegah Fragmentasi Sosial: Kebijakan anti-terorisme harus dirancang 
untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah polarisasi masyarakat. 

 
10 Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 85; dan Azyumardi 

Azra, Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 
hlm. 109. 

11 Kaelan, Pancasila: Pendidikan dan Pengamalan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 
2010), hlm. 72. 

12 Azyumardi Azra, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Terpinggirkan (Bandung: Mizan, 
2000), hlm. 53. 

13 H. M. Sanusi, Keadilan Sosial dalam Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 
88.  

14  R. P. Soekanto, Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana (Bandung: Alfabeta, 2009), 
hlm. 105 
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Kebijakan harus menghindari tindakan yang dapat memperburuk 
ketegangan antar kelompok etnis, agama, atau sosial.15 

• Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus 
terlibat aktif dalam upaya pencegahan terorisme melalui pendidikan, 
pelatihan, dan kampanye kesadaran. Keterlibatan masyarakat dapat 
memperkuat rasa persatuan dan meningkatkan kerjasama dalam upaya 
pencegahan dan penanggulangan terorisme16. 

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan.  

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan berbagai pihak 
dalam pembuatan kebijakan: 

• Keterlibatan Publik: Kebijakan anti-terorisme harus dikembangkan 
melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 
termasuk masyarakat sipil, lembaga legislatif, akademisi, dan ahli 
keamanan. Proses ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih 
komprehensif dan adil.17 

• Pengawasan dan Akuntabilitas: Proses pembuatan dan implementasi 
kebijakan anti-terorisme harus transparan dan akuntabel. Ini termasuk 
mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan 
dan memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara konsisten dengan 
prinsip-prinsip demokrasi.18 

d. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
Prinsip ini menekankan perlunya pemerataan dan perlindungan hak-hak 

sosial: 

• Pemerataan dan Kesejahteraan: Kebijakan anti-terorisme harus mencakup 
langkah-langkah untuk mengatasi ketidakpuasan sosial dan ekonomi 
yang dapat menjadi faktor pendorong terorisme. Program-program sosial, 
pendidikan, dan ekonomi yang inklusif dapat membantu mengurangi 
ketidakadilan dan ketimpangan yang dapat memicu ekstremisme.19 

• Perlindungan Hak-hak Minoritas: Kebijakan harus dirancang untuk 
melindungi hak-hak semua kelompok, termasuk minoritas. Ini berarti 
kebijakan tidak boleh memperburuk marginalisasi atau diskriminasi 
terhadap kelompok tertentu. Perlindungan hak-hak minoritas juga 
penting untuk menjaga integritas sosial dan mencegah radikalisasi.20 

 
15 A. B. Sutrisno, Persatuan dalam Keberagaman (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 70. 
16 N. J. Widodo, Keterlibatan Masyarakat dalam Penanggulangan Terorisme (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 122. 
17 B. S. Tamzil, Demokrasi dan Keterlibatan Publik (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), hlm. 

120. 
18. I. Yuliana, Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 140. 
19  M. W. Hatta, Keadilan Sosial dalam Pembangunan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 

hlm. 92. 
20  R. Harimurti, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 

107. 
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Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, kebijakan hukum anti-
terorisme di Indonesia diharapkan tidak hanya efektif dalam menangani 
ancaman terorisme, tetapi juga dapat menjaga keadilan, kemanusiaan, dan 
persatuan. Ini membantu memastikan bahwa penanggulangan terorisme 
dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip dasar negara, serta 
mendukung stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Selanjutnya, asda beberapa alasan mengapa peran Pancasila dalam 
pembentukan kebijakan hukum anti terorisme sangat penting:  

• Menjamin Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Pancasila menekankan 
kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan anti terorisme yang 
menggabungkan nilai-nilai Pancasila dapat memastikan bahwa 
penegakan hukum dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia dan 
prinsip keadilan.21 

• Memperkuat Persatuan dan Kesatuan: Pancasila mendorong persatuan 
dan kesatuan bangsa. Kebijakan yang sesuai dengan Pancasila akan 
meningkatkan rasa kebangsaan dengan menghindari kebijakan yang 
dapat memecah belah masyarakat dan meningkatkan kohesi dalam 
upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme..22 

• Menjaga Moralitas dan Etika Hukum: Pancasila memberikan landasan 
moral dan etika bagi pembuatan kebijakan. Dalam konteks hukum anti 
terorisme, prinsip-prinsip Pancasila membantu memastikan bahwa 
kebijakan yang diterapkan sesuai dengan standar moral dan etika yang 
tinggi, sehingga menghindari penyimpangan atau tindakan sewenang-
wenang.23 

• Mendapatkan Dukungan Masyarakat: Pancasila sebagai dasar negara 
dan nilai-nilai bersama masyarakat dapat meningkatkan dukungan 
publik terhadap kebijakan anti terorisme. Kebijakan yang mencerminkan 
nilai-nilai Pancasila cenderung lebih diterima dan dipahami oleh 
masyarakat.24 

• Menciptakan Solusi yang Berkelanjutan: Pancasila mendorong 
pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dengan prinsip ini, 
kebijakan anti terorisme dapat dirancang untuk mengatasi akar 
permasalahan terorisme secara holistik, tidak hanya dengan pendekatan 
represif tetapi juga dengan upaya pencegahan dan pembangunan 
sosial.25 

 
21 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2006), hlm. 87-89 
22 Kaelan, Pancasila: Yuridis Kenegaraan, Filosofis, dan Etis Ideologis (Yogyakarta: 

Paradigma, 2013), hlm. 133-135. 
23 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Hukum dalam Pembangunan (Bandung: Alumni, 

2002), hlm. 56-60. 
24 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2009), 

hlm. 215. 
25 Bagir Manan, Teori dan Politik Hukum (Jakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 140-145 
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Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan 
kebijakan hukum anti terorisme sangat penting untuk memastikan kebijakan 
tersebut tidak hanya efektif dalam menangani terorisme tetapi juga adil dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara.  

Jika peran Pancasila tidak digunakan dalam penyusunan kebijakan 
hukum anti terorisme, dapat ada konsekuensi yang merugikan: 

• Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Jika Pancasila tidak mengutamakan 
keadilan dan kemanusiaan, kebijakan anti terorisme mungkin mengabaikan 
hak-hak individu dan hukum yang adil. Ini dapat menyebabkan 
penyiksaan, penangkapan yang tidak adil, atau pelanggaran hak asasi 
manusia lainnya.26 

• Keterbatasan dalam Menciptakan Keadilan Sosial: Pancasila 
mempromosikan keadilan sosial dan persatuan. Kebijakan yang tidak 
berlandaskan pada prinsip-prinsip ini mungkin gagal menciptakan solusi 
yang adil dan efektif untuk masalah terorisme, dan bisa memperburuk 
ketidakadilan sosial.27 

• Penurunan Moralitas Hukum: Penerapan hukum yang tidak sesuai dengan 
nilai-nilai Pancasila dapat merusak integritas sistem hukum, mengurangi 
kepercayaan publik terhadap institusi hukum, dan menciptakan 
Kehilangan Legitimasi Sosial: Nilai-nilai yang dipegang oleh Pancasila 
sebagai dasar negara diterima secara luas oleh masyarakat. Kebijakan yang 
tidak memenuhi nilai-nilai ini dapat kehilangan dukungan masyarakat, 
yang dapat menyebabkan kebijakan itu sendiri menjadi kurang 
efektifKurangnya Integrasi dan Koordinasi: Pancasila menggarisbawahi 
pentingnya persatuan dan kesatuan. Kebijakan yang tidak mengikuti 
prinsip-prinsip ini mungkin mengalami kesulitan dalam integrasi dan 
koordinasi antar lembaga atau pihak terkait dalam penanggulangan 
terorisme.28 

Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam kebijakan hukum anti 
terorisme penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut adil, efektif, dan 
mendapat dukungan serta kepercayaan masyarakat. 

 
Contoh Kasus  

• Pada tahun 2021, Indonesia mengalami 6 kejadian terorisme dengan 370 
tersangka.  

• Pada tahun 2022, Indonesia mengalami 1 kasus terorisme dengan 248 
tersangka.  

• Pada tahun 2020, Indonesia mengalami 19 insiden terorisme.  

 
26  Sri Sumantri, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila (Jakarta: PT Gramedia, 

2005), hlm. 45-50. 
27  Kaelan, Pancasila: Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yogyakarta: 

Paradigma, 2017), hlm. 123-125. 
28 Bagir Manan, Teori dan Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 

65-68. 
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• Pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-24 negara paling 
terdampak terorisme dengan skor 5,5 poin.  

• Afghanistan menempati peringkat pertama negara paling terdampak 
terorisme pada tahun 2022 dengan skor 9,109 poin.  

• Terorisme menjadi lebih terkonsentrasi, dengan 119 negara tidak mencatat 
kematian.   

• Di Barat, serangan bermotif politik lebih banyak daripada serangan 
bermotif agama.   

Teroris menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti drone, sistem 
GPS, dan layanan pesan terenkripsi. Terorisme merupakan perbuatan yang 
menimbulkan suasana teror secara meluas, yang dapat menimbulkan korban 
yang bersifat massal.  Salah satu faktor utama penyebab terorisme adalah 
ketidakpuasan terhadap pemerintah atau sistem politik yang ada.  
 

4. KESIMPULAN  
Kesimpulan dari pembahasan mengenai peran Pancasila dalam 

penyusunan kebijakan hukum anti-terorisme adalah sebagai berikut: 
Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, 

berperan sangat penting dalam membentuk kebijakan hukum anti-terorisme 
yang adil dan manusiawi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti 
kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan persatuan, menjadi 
landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara upaya 
menjaga keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. 

Kebijakan anti-terorisme di Indonesia, yang berdasarkan pada 
Pancasila, tidak hanya bertujuan untuk mencegah dan menangani ancaman 
terorisme, tetapi juga memastikan bahwa tindakan penegakan hukum 
dilaksanakan tanpa diskriminasi dan dengan menghormati martabat manusia. 
Pancasila juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan 
bangsa, sehingga kebijakan anti-terorisme harus dirancang untuk memperkuat 
kohesi sosial dan mencegah polarisasi yang dapat diakibatkan oleh ekstremisme 
dan radikalisme. 

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar 
filosofis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam merancang dan 
menerapkan kebijakan hukum anti-terorisme yang efektif dan adil di Indonesia. 
Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan dan esensial dalam 
menghadapi tantangan keamanan kontemporer di Indonesia. Salah satu akar 
permasalahan utama dalam terorisme adalah ketidakpuasan sosial dan 
ekonomi. 
 

5. SARAN  
Berikut beberapa saran untuk memastikan bahwa peran Pancasila 

diterapkan secara efektif dalam penyusunan kebijakan hukum anti terorisme: 

• Integrasikan Prinsip Pancasila dalam Proses Legislasi: Pastikan bahwa 
prinsip-prinsip Pancasila—seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan 
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persatuan—dimasukkan dalam setiap tahap penyusunan dan perumusan 
kebijakan hukum anti terorisme. 

• Libatkan Berbagai Pihak dalam Konsultasi Publik: Melibatkan 
masyarakat, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia dalam proses 
pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang 
dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mendapatkan 
dukungan luas. 

• Fokus pada Pencegahan dan Pendidikan: Selain pendekatan represif, 
kembangkan program pencegahan dan pendidikan yang mendukung 
nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi radikalisasi dan mengurangi potensi 
terorisme dari akar permasalahan. 

• Tegakkan Prinsip Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Selalu pastikan 
bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengedepankan prinsip 
keadilan dan hak asasi manusia, dan hindari tindakan yang bisa 
melanggar hak-hak individu. 

Evaluasi dan Pemantauan Berkala: Lakukan evaluasi dan pemantauan 
secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan anti terorisme dan 
memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap sesuai dengan prinsip Pancasila 
dan kebutuhan masyarakat. 
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